ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kota di selenggarakan atau dijalankan oleh
pemerintah. Dalam hal ini walikota dan dewan perwakilan daerah kota.
Kemudian fungsi Anggaran yang ada bersama kepala daerah menyusun serta
menetapkan Anggaran Pendapatan yang dan Belanja Daerah (APBD) setiap
tahun. Fungsi DPRD vyaitu legislasi,keuangan,pembuatan APBD atau
pengawasan. Serta adanya fungsi pengawasan yaitu dilakukannya pengawasan
dalam melaksanakan undang-undang, Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala
Daerah khususnya kinerja tentang APBD solusi dan hambatannya.Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota
Semarang berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, hambatan serta solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu
pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-
undangan yang bersifat normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Semarang terhadap kinerja
Pemerinah Kota Semarang tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam bidang
pelaksanaan peraturan daerah, pengawasan terhadap penetapan dan pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pengawasan dalam hal
kinerja Pemerintah kota Semarang. Pengawasan DPRD terhadap kinerja
pemerintah menunjukan pelaksana pemerintah daerah sudah sesuai. Hambatan
bagi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Semarang terhadap kinerja
Pemerintah Kota Semarang dalam otonomi daerah ditinjau dari Undang-Undang
No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara normatif.

Sedangkan solusi untuk mengatasi hambatan bagi pelaksanaan fungsi
pengawasan DPRD Kota Semarang terhadap kinerja Pemerintah Kota Semarang
dalam otonomi daerah ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah adalah melakukan komunikasi dan koordinasi antara DPRD
Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang secara maksimal.
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